


KTPUTUSAS KTPALIT KAITTOR qTILAYAII KEMEIVTIRIAIT AGAMA
PROVIITSI JAWA TIMUR

. I{OMOR 9890 TA}IU$ 2At7
TEIiITANG

PEMBTRIAN IZIIY PEITIDIRIAN / OPERASIOIYAL
RAUDHATI'L ATFIIAL AL.FA?H DARUL ULUDI I{ABUPATEN BAITYUWAITGI

PROVIIiISI JAqIA TIMUR

DEITGAIT RAI{MAT TTII{AIS YAITG MAITA ISA

KEPALA KATITfOR WILAYATT XTMTIT?IRIAil AGAtrIA PROVIfiSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a" bahrva dalam rangka meningkatkan akses pendiclikan
Raudhatul Athfal yang berrnutu, perlu memberikan
kesernpatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukurn
untuk menyelenggarakan Rauclhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahu,a mASa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul
Athfal setragaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah habis;

bahu,a Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
l,arnpiran Keputusan ini telah memenuhi pers-varatan
perpanjangan izin pendirian/operasionai Raudhatul Athfal
berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian
'Agama KABUPATEN BANYUWANGI Nomor :

Kd.15.30 l2lPP.OAllI59l2A 16 ranggal 1 1 April 2A16:

bahw'il berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepaia Kantor Wila,vah Kementerian Agamel
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzil;r
Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATFHAL AL-FATH
DARUL ULUM KABUPATEN BANYUWANGI Provinsi Janva
Timur'.

Undang-Undnng Nomor 20 'lahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Irmbaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor a301);

Pt.raturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
lYasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tilhun 2005 Nomor 41, Tarnbahan l,embaran l\tregara Republik
Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah diubah dengan
Perat-uran Pernerintah . Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
'l'ahun 2005 tentang Stanclar Nasional Pendidikan (kmbarurn
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670);
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3. Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia
'l'ahun 2008 Nomor 91, Tambahan l,embaran Negara Republik
lrrclonesia Nomor a86a\;

4. Peraturan Pemerintah Nomr:r 17 Tahun 2A7O tenturng
I'engelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Repr"rblik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomoi" 112, TamLrahan lembaran
Negara Republik inclonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 24'lahun 2OOT

tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertamaf Madrasah Tsanau'ivah, ctan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201t)
tt:ntang Standar Pelayanan Minirnal Pendidikan di
Kabupatern lKota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 'I'ahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
hjasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

feraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentarlg
T'envelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
)A1[t tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nnmor 90 Tahun '2013 tentang Penv-elenggal'aan Pendidikan
Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2A14 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Marlrasah
Yang Diselen ggarakan oleh Ma syarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilatrg, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;
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MEMUTUSKAN :

Menetdpkan

t

KESATU

KEDUA

KEPI]TUSAN KEPALA KANTOR WII,AYAH KtrMI'NTtrRIAN AGAVA
TENTANG PtrMBERIA}{ IZIN PENDIRIAN I OPtrRASIONAL
RALII)HATUI, ATFHAL AL-FATH DARUL ULUM KABUPATEN
BA]\-YUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR.

Memberikan perpanjangan izin pendirian/oper-asional Raudhattrl
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan clar.i
Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud rlalam Diktum
KFISATU dapat dicabut apabila Raudhatur Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai d.engan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sicloado
pada tanggai 28 Nopernber 2Al7

KANTOR WiI-AYAH
AGAMA

.WA TIMUR,
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I-AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WII,AYAI-I KtrM trNTBRIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 93q0 'r'AI-rUN 2477
TENTANG
PtrMBERiAN IZIN PENDIRIANI OPtrRASIONAI,
RAUDHATUL ATFHAL AL.FATH DARUL ULUM
KABUPATtrN BANYUWANGI
PROVINSI .IAWA TIMUR

IDT'I\TITAS RAUDHATUL ATFHA], YANG DII]trRIKAN PIIRPANJANGAN IZIN PtrNDIRIAN

KANTOR WILAYAH
AGAMA

AWA TIMUR,

BA}IRI,,

1 Nama Raudhatul Athfal AL_F-ATH DARUL ULUM

2 Nomor Stat.istik Maclrasah 101235 10006q

.)

*

Alamat Raurlhatul Athfal TtrMUGURUFI KRAJAN KULON RT O 1 RW
04

DtrSA TEMUGURUH

KECAMATAN SEMI'U

KABUPATEN BANI-IJWANGI

PROVINSI .]AWA TIMUR

4 Nama Organisasi Pr:nyelenggara YAYASAN PBNDIDIKAN ISLAM DAN
SOSIAT, PONDOK PtrSANTRtrN DARUL
ULUM

5 Akte Notaris Orgilnisasi

Penyelenggara

NO. 39, MISE]A}I IMAM SUBARI, S.H,
M.Hum

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-00 t7 7 2t.Ar{.0 1.04.TA}IUN 20 i5 /
19 OKTOB}IR 20i5
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